SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :7» TAHUN 2021

" TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 18 TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Penyetoran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian
dan/atau penetapan dalam Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan penyesuaian dalam Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian Alokasi Dana
Desa setiap desa,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Dana
Desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Permnbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3-

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran Iuran {Jamninan® Kesehatan bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1135);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
SubangTahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor_7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten SubangTahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Subang Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang (Berita Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 66);
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Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor
32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2020 Nomor 49);

Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 18 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020
Nomor 18), diubah sebagai berikut :

Diantara ketentuan Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 (satu)
pasal baru, yaitu Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

4)

Pasal 13A

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa
memperoleh jaminan Sosial.

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Besaran pembiayaan kepesertaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 5 % (lima
persen) dari gaji atau penghasilan tetap per bulan.
Besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dibayar dengan ketentuan :

a. 4 % (empat persen) dibayar oleh APBD Kabupaten;

b.1 % (satu persen) dibayar oleh peserta dari
penghasilan tetap masing-masing pekerja.

A



(5) Tata cara pembayaran kepesertaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, % — 2~ 2024/

BUPATI SUBANG,
ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 2 — 2 — 202
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR ! ?—-




